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BUPATI PAMEKASAN

PERATURA!{ BUPATI PAMEKASAI{

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAil

AITGGARAil PEIYDAPATAN DAN BELAT{JA DAERAH

TAHUN ANGGARAII 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2A13, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861 ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437\, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 72 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8afl ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa38) ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S%fl ;



8.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a0281;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2A04 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 2l Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 94, Tambaha:n Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a540) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangaan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5021 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negaria. Republik Indonesia Nomor
4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65'l'ahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Sitandar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4s93) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi F'emerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a-6I4) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 T'ahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a9721 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 'Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor I23, Tambahzm Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
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21. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Tenaga Kependidikan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor
21 Tahun 2071;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/0712008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi
atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bag Hasil Cukai Hasil
Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 20/PMK.07 12009;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah denngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Pamekasan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1

Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 7
Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pamekasan
Sport Centre (Lembaran Daerah kabupaten Pamekasan Tahun
2007 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1

Seri E) ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2013

tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air
Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013

Nomor 6) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroarl Terbatas Bank
Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008
Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2AD (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekaoan Nomor 4 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan
Rakyat Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2012 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2008 Nomor 12 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013 Nomor al ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2013 Nomor 5) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008
tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pr{a
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1

Seri D) ;
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Menetapkan

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2013 Nomor 1) ;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2013

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 7l;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2013

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan

Tahun 2013 Nomor 13 ) ;

MEMUTUSI(AN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH TAHUN ANGGAMN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang semula berjumlah

Rp- 1.269.985.483.945,i8 bertambah sejumlah Rp. 52.894.239.975,32 sehingga menjadi

Rp. 1 .322.879.723920,50 dengan rincian sebagai berikut:

1.

2,

3.

Pendapatan :

a. Semula Rp. 1.177.133.219.539,21
b. Bertambah Rp. 22.630.131.863.32
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan....

BelanJa:
a. Semula RP. 1.269.985.483.945,18
b. Bertambah Rp. 52.894.239.975.32
Jumlah BelanJa Setelah Perubahan
Deftslt Setelah Perubahan
Pembiayaan:
a. Penerimaan

1) Semula RP. 106.674.814.531,35
2) Bertambah......... Rp. 50.568.008.192,00

Jumlah Penerlmaan Setelah Perubahan
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 13.822.550.125,38
2) Bertambah Rp. 20.303.900.080.00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaaa Netto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 1. 199.763.35 1.402,53

R;g, L,322,879,7 2392O,60
Rp. 123.116.372.5L7,97

Rp. L57.242.822.723,35

Rp. 34.126.450.2O5.38
Rp. 123.1L6.972.5L7,97

Rp. O,OO

Pasal 2

Peqjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD; dan
b. Lampiran II : Rincian Penjabaran Perubahan APBD.
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2l Oktober 2Ol3

SEKRETARIS DAERAH
PATEN PAMEKASAN,

WI

4/>.
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